
SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 48 TAHUN 2A2O

TENTANG

BADAN PENGELOLA TOBA CALDERA I'HESCO GLOBAL GEAPARK

PRO\INSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA IJTARA,

Menimbang i a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

2A2A tentang Pedoman Teknis Fengembangan

Geapark Sebagai Destinasi Pariwisata ;

bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Eksekutif

UNESCO tanggal 7 Juli 2O2A, Geopark Kaldera Toba

disahkan menjadi anggota UNESCO Global Geopark

pada Konfrensi ke 209 oleh Badan Eksekutif UNESCO,

yang rnenyimpulkan dalam rangka meningkatkan

kinerja Badan Pengelol,a Toba Caldera UNESCO Global

Geopark;

bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 88

Tahun z$ff sebagaircana telah diubah dengan

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2OI8 telah

ditetapkan Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba

Provinsi Sumatera Utara, sehingga herdasarkan

pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, Peraturan Guberrrur dimaksud perlu

dicabut;

b.



d. bahwa berdasarkan prtimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan

Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark

Provinsi Sumatera Utara;

Pasal 18 ayat t6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang

Pembenfukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan

Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera

Utara (Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun

1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia" Nomor 1 1O3);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

Konservasi Surnber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

{kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3a19h

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

L999 Nomor 167, Tarrtbahan Lernbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3888);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2AO7 kntang

Penataan Ruang (Lernbaran Negara Republik tradonesia

Tahun 2AAV Nomor 68, Tarnbahan Irmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7251;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2O{w* tentang

Kepariwisataan (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2AA9 Nomor 11, Tambahan I"embaran Negara

Republik Indonesia Nornor a9661;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingfuungan Hidup

{Lembaran Negara Republik Ind.onesia Tahun 2OOg

Nomor 14O, Tarnbahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5O59h

Mengingat :

2.

1.

e

4.

5.

6.

7.
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8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O1O tentang Cagar

Budaya pembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2O1O Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik

Iadonesia Nomor 5168);

9. Undang-L-Indang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintahan Daerah {Iembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol4 $omor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5584 sebagaimana

telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-

Undang Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AL4 tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Repub$k

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia. Nomor 5679);

LO. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun ZOLL tentang

Pengelolaan Kawasan Suaka Alarn dan Kaurasan

Pelestarian AIam (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun zAI1 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52171 sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1O8 Tahun

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 20 1 1 tentang Pengelo}aan Kawasan

Suaka Alam. d.an Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 33O,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

57e8);

11, Peraturan Pernerintah Nomor 5O Tahun 2011 tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional

Talrun 2ALA-2O25 {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun zOLl Nomor 125, Tamba.han Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 52621;

12. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2OL4 tentang

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan

Kepariurisataan {Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7+71;
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13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2AL4 tentang

Rencana Tata Ruang Kawasan Danau Toba dan

Sekitaraya (Lembaran Negara Republik lndoaesia Tahun

2Al4 Noanor 191);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nornor 9 Tahun

2}lg tentang Pengemba.ngan Taman Burni {Geopark};

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi

I(reatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekoaomi l(I.eatif

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2A2A kntang

Pedoman ?eknis Pengembangan Geopark sebagai

Destinasi Pariwisata;

16. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2AL6 Entang

Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Provinsi

Sumatera [Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2016 Nomor 39) sebagatunana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur

Sumatera Utara Nomor 19 Tahun 201.8 tentang

Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor

38 ?ahr-ln 2AL6 kntang Susunan Organisasi Dinas-

Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara {Berita Daerah

Frovinsi Sumatera Utara ?ahun 2OL8 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGELOLA

TOBA CALDERA UNESCO GLOBAL GEOPARK PROVINSI

SUMATERA T.ITARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provi*si Sumatera Utara,

14.

15.

Menetapkan :



2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusar]

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD

merrurut asas otonomi dan tugas pembantr'ran dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalanl sistem dan

prinstp Negara Kesatuan Republik trndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah.

Taman Bumi lGeopa*l yang selanjutnya disebut

Ceopark adalah sebuah wilayah geografi tunggal atau

gabr"rngan, yarrg memiliki sitrrs warisan geologr

(geositel dan bentang alam yang bernilai, terkait a-spek

warisan geologi fgeo?witagel, keragaman geologr

{geadfu}ersrtgl, keanekaragaman hayati lbiodiuetaitgl,

dan keragaman budaya {afiturat d*}ersi$l, serta

dikelola unttrk keperluan konservasi, edukasi, dan

pembangunan perekonomian masyarakat secara

berkelanjutan dengan ketertbatan aktif dari

masyarakat dan trremerintah daerah, sehingga dapat

digunakan untuk menumbuhkan pemahaman dan

kepedulian masyarakat terhadap bumi dan

lingkungan sekitarn5ra.

Warisan Geologi tcreoherttagd adalah Keragaman

Geologi (Geadiuersitgl yarrg memiliki nilai lebih sebagai

suatu warisaa karena menjadi rekaman yang pernah

atau sedang terjadi di bumi yang karena nilai

ilmiahnya tinggi, la-ngka, unik, dan indah sehingga

dapat digunakan untuk keperluan penelitian dan

pendidikan kebumian.

Keragaman Geologi lGeodiuersitgl adalah gambaran

keunikan kornponen geologi seperti mineral, batuan,

fosil, struktur geologi, dan bentang alam yang menjadi

kekayaan hakiki suatu daerah serta keberadaan,

o.

4.

6.

5



6

kekayaan penyebaran, dan keadaannya yang dapat

mewakili proses evolusi geologr daerah tersebrrt.

7. Kearrekaragaman Hayati (Bindiuersitgl adalah

keanekaragaman diaatara makhtruk hidup dari semua

surrrber termasuk diantararrya, daratan, lautan, dan

ekosistenn akuatik lain serta kompleks-kompleks

ekologi yang merupakan bagran dari

keanekaragamannya.

8. Keragaman Budaya (Gitttrat Diuersitgl adalah budaya

masa lalu dan budaya masa kini, baik yang bersifat

berurujud {tangibtel maupun tidak berwujud

(**angiblel.

Pengernbangan Geopark adalah tata kelola Geopark

gffila mewqiudkan pelestarian Warisan Geologi

{Geoheritagel, Keragarnan Geo}ogi (Creodiuersitgl,

Keanekaragaman Hayati {Biodiuersitgl, dan

Keragaman Budaya {Cuttural Diuersi@l yang dilakukan

bersama-sarna antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah, dan Pemangku Kepentingan melalui upaya

konsenrasi, edukasi, dan pernbanguaan perekonomian

masyarakat secara berkelanjutan.

Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata

dan didukung berbagai fasilitas serta layan"an yarlg

disediakan oleh rnasyarakat, peagusatra, pemerintah,

dan pemerintah daerah.

Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang

terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi

serta multidisiplin yang muncul sebagai wqjud

kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi

antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama

Wisa,tawan, pemeriatah, pemerintah daerah, dan

pengusaha.

Geowisata adalah pariwisata yang nremanfaatkan

seluruh aspek geologi, nrencakup kntuk, proses

geologi, sejarah geologi, dasar pengetahuan geologr,

10.

1tr.



13.

dan faktor pendukungnya, termasuk budaya dan

keanekaragaman hayati yang terkait deagan geologi.

Pemanglu Kepentingan adalah orang perffiorangan,

kelompok masyarakat/masyarakat adat, akadernisi,

organisasi profesi/itrniah, asosiasil&Jnta- usaha,

media massa, lembaga swad.aya masyarakat, dan

mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan

pengemban gan Ge op arir"

UNESCO Globai Creapark adalah Geapark yang telah

memperoleh penetapan dari Badan Eksekutif

UNESCO.

Pengelola Geopark adalah lembaga atau organisasi

yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk

melakukan pengelotraan suatrr C*apark" dengan

slrsurlaul keanggotaan dapat berasal dari unsur

Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Pemangku

Kepentingan, dengan tidak mengecualikan

keberadaan lembaga atau organisasi yang melakukan

pengelolaan di Geapark yang dibentuk oleh

Pemerintah Fusat dan Pemerintah Daerah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Badan Pengelola Toba Caldera UJIESCO C,lobat Geapark

{TC-UGGp} rnempunyai tugas* tugas pengelolaan :

a. mertata dan memelihara Lingkungan Geopark;

b. memanfaatkan Situs Geologi, lllarisan Geologi,

Keragaman Geologi, Keanekaragaman Hayati dan

Keragaman Budaya secara berkelanjutan;

c. membangun perekonomian masyarakat berbasis

ekoaomi kreatif;

d. mengembanglcan DestinasiPariwisata;

e. membangun Kebutuhan Amenitas dan Infrastnrktur

Pendukung Pariwisata;

14.

15.



f. me$yediakan Informasi Keberadaan Geopark lWsibititg

Geopar$;

g. mempromosikan Nilai Ilrniah Geopark unhrk Kegiatan

Parirrimta"

BAB II

BADAN PENGELOI.A TOBA CALDERA UNESCO GI,OBAL GEOPARK

Bagtan Kesatu

Susunan dan Strukttrr Organisasi

Pasal 3

(U Susunan Organisasi Badan Pengelola Taba Caldera

UIIESCO Globai Geapark (C-UUGp) terdiri dari:

a. Dewan Penasehat

b. Dewan Pengarah

c. Ketua Umum

d. Ketua Harian

e. Bidang- Bidang:

1. Bidang Edukasi dan Litbang

2. Bidang Konservasi dan Lingkungan

3. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

4. Bidang Promosi dan Jejaring

f. Sekretariat

g. Pengelola Geosite

(21 Bagian struktur organisasi Badan Pengelola

sebagaimana dimaksud pada aya.t {1} tercanhrm

dalam I^ampiran sebagai bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

t3) Susunan anggota organisasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (U ditetapkan dengan Keputusan

Gubernur.



(1)

(2\

(6)

(71

(4)

Pasal 4

Dewan Penasehat merupakan badan yang dipimpin

oleh Gubernur Sumatera Utara, dibantu oleh Wakil

Gubernur Sumatera Utara dana 7 (tqiuh) Bupati di

Kabupaten kanuasan Toba Caldera UJYESCO Global

Geopark (TC-UGGp).

Dewan Pengarah merupakan unsu.r pemerintah yang

terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris

Daerah, Staf Ahli Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan

Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Surnatera Utara,

Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Utara

(3) Kabupaten merupakan daerah yang berada di

kawasan Toba Co.ldera UNESCA Gtobal Geopark $C-

uccp).

Bidang-Bidang mendukung Ketua Badan Pengelola

Toba Caldera UNESCO Global Geopark [fC-UGGp)

datam t;rta kelola geopark guna mewujudkan

pelestarian warisan geologi, keanekaragaman hayati

dan budaya.

Ketua Umum merupakan unsur pemerintah atam non

pemerintah yang memimpin, mengelola dan

mengkoordinasikan semua hal yang berkaitan dengan

pengelolaan Toba Caldera UMSCO Globat Geopark

(TC-UGGp).

Ketua Harian merupakan unsur pemerintah atau non

pemerintah yang berfungsi untuk membantu Ketua

Umum dalam melaksanakan fugasnya.

Pengelola di Geosite adalah yang membantu Wakil

Ketua melaksanakan tugas operasional dalam

pengelolaan Toba Caldera LTIYESCO Glabat Geopark

(TC-UGGp) dalam ha1 konservasi, edukasi dan

pemberd ay aar. masyarakat.

Dalam rnelaksanakan tugas administrasi Ketua

Umum dibantu oleh Selcretariat.

(s)

(8)
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Pasal 5

Masa Kerja Badan Pengelola Toba Caldera Ufl,ESCO Globol

Geopark (TC-UGGp) berlaku selama 5 (lima) tahun.

Bagian Kedua

lugas dan Fungsi

Pasal 6

Badan Pengelola berftrngsi melaksanakan:

a. penataan dan pemeliharaan lingkungan Geopark

sesuai sebaran Situs Geologi (Geositel dengan

melibatkan para ahli, antara lain di bidang geologi,

biologi, lingkungan hidup, sosial budaya dan

pariwisata;

b. pemanfaatan situs Geologi lGeositel, Warisan Geologi

(Geo?wntagel, Keragaman Geologi fCreodiaersitgl,

Keanekaragarnall Hayati {Biodiuersity), dan

Keragacran Budaya lCulfural Diuersitg', secara

berkelanjutan;

c. pembangunan sistem pengalirasan dan pengamanan

Situs Geologi (GeositQ, Warisan Geologi {Geo?eritagel,

Keragaman Geologi (Geodiuersitgl, Keanekaragaman

Hayati {Biodiuersitgl, dan Keragaman Budaya

{Cultural Diuersitgl;

d. pelaksanaan prograJn konservasi Illarisan Geologi

(Geoheritage| Warisan Geologi {Geoherita{lel,

Keragaman Geologi {Geodiver$ity}, Keanekaragaman

Hayati (Biaditersifir, dafi Keragaman Budaya lCulfiral
Diuersitgl;

e. pengembangan pendidikan dan penelitian, serta

pengembangan ilmu pengetahua.n;

t. pembangunan perekonomian masyarakat berbasis

ekonomi kreatif;

g. pelestarian Sosial Budaya;
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h. pengembangan Destinasi Pariwisata;

i. pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur

pendukung pariwisata;

j. pembangunan kebutuhan amenitas dan infrastruktur

pendukung pariwisata;

k. penyediaan informasi keberadaan Geopark $rrsibilitg

Geoparl$ antara lain pusat informasi, sistim informasi

terpadu dan museum Geopark;

1. pengembangan kelembagaan Geopark meliputi

pengembangan sumber daya manusia, struktur

pengelola, dan manajemen pengelolaan;

m. promosi nilai ilmiah Geopark untuk kegiatan

pariwisata, pendidikan dan penelitian serta

pengembangan ilmu pengetahuan;

n. pengembangan kerja sama dan peran aktif Pengelola

Geopark dalam jaringan kemitraan Geopark Nasional,

Regional dan Internasional;

o. penyusurran laporan secara berkala.

Pasal 7

Dewan Penasehat bertugas:

a. membina, menetapkan kebijakan dan program

strategis pengelolaan Toba Caldera Unesco Globol

Geopa*,

b. mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Toba

Caldera Unesco Global Geopark;

c. memberikan nasehat dan bimbingan dalam

pelaksanaan pengelolaan Toba Caldera Unesco

Global Geopark;

d. memberikan instruksi dalam pelaksanaan

pengelolaan Geopark Kaldera Toba untuk

peningkatan perfoman@ Toba Caldera Unesm

Glabal Geopark;
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e.

f.

mengangkat dan memberhentikan personil

manajemea Toba Caldera Unesco Global Geopark;

mensahkan rencana program kerja dan

rencana anggaran biaya.

Pasal 8

Dewan Pengarah bertugas:

a. mengarahkan, mengendalikan prograln dan kegiatan

pengelolaan Toba Caldera Unesco Global Geopark;

b. melakukan evaluasi pelaporan terhadap kegiatan

yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Toba

Caldera Unesco Global Geopark;

c. memberikan masukan dan saran untuk kemqiuan

pengelolaan Toba Caldera Unesco Global Geopa*;

d. mengarahkan penggunaan dana yang digunakan

dalam pengelolaan Taba Caldera Unesco Global

Geoparlx,

e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Pengelolaan Taba Caldera Unesco Global Geopark.

Pasal 9

Bidang-Bidang bertugas mendukung Ketua daiam

melaksanakan pengelolaan Toba Cqldera UNESCO Global

Geopark (TC-UGGp), melakukan supervisi dan melakukan

inspeksi terhadap kegiatan teknis operasional manajemen

T*b* Caide;ra ry&gSCO Gi,sL;ctT Ge*rsark {TC-UGGi:} y&11q

i*i-':iri':ar!;

^ i+;.i.,^* i;";, ,i,^*,; r; ;,-1-.-,^^
ci. l-':uaraEL'uuB+Jl;L'jL+'aaa6

r-' ,-L- ' -. - -i------ t/^a--- ---;-...- -i----ilr=i-tU*etS illf.:ili-iLiKLi; iq fleaua aiAiHIir !ilrtt8fili! iai i*i\ce.ii

ilt!-I=1{::i:liiga*,Yl F}!"r.lg1*iit]--}, f:lelp.lkif'e<ar-r lsUperuiSi c-iart

r*eiskr:kan ir:sp*lgsi terh*dap kegiatara edukasi ds:r

*-''**'--='
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b. Bidang Konservasil Lingkungan

bertugas mendukung Ketua dalam rnengembangkan

rarlcangan program, melakukan supervisi dan

melakukan inspeksi terhadap kegiatan konservasi dan

lingkungan.

Bidaag Prornosi I Jejaring

hertugas mendukung Ketua dalam mengembangkan

ranca.ngaa program, melakukan supervisi dan

melakukan inspeksi terhadap kegiatan promosi dan

jejaring.

Bidang Penberdayaan Ekonomi masyarakat

bertugas mendukung Ketua dalam mengembangkan

rancangan program, melakukan supervisi dan

rnelakukan inspeksi terhadap kegiatan pemberdayaan

masyarakat.

Pasal 1O

Ketua Umum bertugas dan berfungsi:

a. mer4rusun dan melaksanalmn kebliakan dan

program Konservasi, Edukasi Dan Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat serta promosi dan

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Taba

Cald.era UNESf;O Gtobal Geapark (TC-UGGp);

b. rnenlrusun dan melaksanakan kebijakan dan

program pengelolaan Kelestarian Geodiuersitg,

Biodiuersitg dan Cutfisal diuersity dr Toba Caldera

LilgESCO Global Geapark $C-UGGp);

c. melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang

dilakukan serta laporan bulanan Ketua Harian dan

Pengelol.a Geosite;

d. bekerjasama dengan Bidang-Bidang dalam rangka

pengembangan Toba Calders UNESCO Glabat

Geapark {TC-UGGp};

C,

d"
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e. membuat analisis kebutuhan fasilitas yang

dibuttrhkan dalam Toba Caldera UIVESCO Gtobal

Geopa* {rc-Uccp};

melsksanakan Kerjasama Pengembangan Kawasan

Toba. Calders UNESCO Global Geopark {TC-UGGp}

Baik Dalam Maupun Luar Negeri;

bertanggung jawab terhad.ap Dewan Pengarah.

Pasal 11

Ketua Harian bertugas dan berfungsi:

a. membanttr Ketua dalam hal melakukaa koordinasi

dan konsultasi dengan komisi tekais dalam rangka

pengembangan kawasan Toba Caldera UII{ESCO Global

Geapark pC-UGGp);

b. melakukan koordinasi terhadap seluruh stalce?wlder

yang terkait denga.n pengelolaan Tbba Caldera

UJYESCO Gtabal Geapork (TC-UGGp);

c. menJrusun Standar Operasional Prosedur kegiatan

koordinasi, promosi dan pemberdayaan masyarakat

terkait pengembanga"n Toba CaTdera UNESCO Global

Geapark {TC-UGGp};

d. melakukan pembinaan terhadap Pengelola geosite

dalam peningkatan kapasitas datram sektor

pengembangan fungsi Taba Caldera UIYESCO Global

Geopark {TC-UGGp}

e. rnelakukan analisis kelayakan Geosite menjadi

geowisata dan melakukan inovasi pengembangan

Geosite;

f. memberikan laporan secara rutin dan tertulis kepada

Ketua Umum;

(,
b'
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Pasal 12

Sekretariat berhrgas membantu Ketua Umum dalam

mernfasilitasi pelaksanaan kegiatan, kerrangan, penyediaan

data dare informasi, pembuatan laporan dan tugas

kesekretariatan lainnya.

Pasal 13

Pengelola geosite memiliki tugas membantu Ketua Umurn

dalam pelakmnaan kegiatan operasional.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 14

Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan

Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten dan sumber-sumber dana lainnya yang sah dan

tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku,

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 88 Tahun

2Ol7 tentang Badan Pengelola Geopark Kaldera Toba

Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi

Sun:atera Utara Tahun 2Al7 Nomor 38) sebagaimana telah
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diubah dengan Peraturan Gubernur Nornor 28 Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera

Utara Nomor 88 Tahun 2Al7 tentang Badan Pengelola

Geopark Kaldera Toba Provinsi Sumatera Utara {Berita

Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 28)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini eulai berlaku

pada tangal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera

Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PIT.KEPALA BIRO HUKUM

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 9 November 2A2A

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

NIP.19690421 199003 2 003

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 November 2O2O

SEKRBTARIS DAERAH PROYINSI SUMATERA UTARA,

ftd
R.SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2O2O NOMOR 49
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